[‘ GALINAN l

BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2.184 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI NABIRE,

. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi

Daerah Kabupaten Nabire, salah satunya di lakukan
melalui percepatan pembangunan proyek strategis;

. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja

pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2025, perlu
menetapkan proyek strategis Kabupaten Nabire;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyck Strategis
Kabupaten Nabire Tahun 2025;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2907);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 2! Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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4. Undang-Undang N

F’?mhmmkn:}”;i Nomor 12 Tahun 2013 entans
Negarn Rcmml&_{;ﬂ!unm Pcr'undmm Undangan (Lembaran
Tambahan Lcn‘l Bt Tahun 2011 Nomos 82,
8234), aeba -mbaran Nr'unn} Republile Indenesia Meerits
d\"ngn.n l‘J‘n il{mmnnn telah diubah I‘)‘chcmpn knli terakhir
et Kl(“tmg-Unfln‘ng Ntf:ﬂnp’). fahun 2001 n.-nmng,
' ; 1aus Bagi Provingi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £697);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentany
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimani
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
un 2014 tentang

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah :

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

0022 tentang

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
ovinsi Papua Tengah (Lembaran Negara

Pembentukan Pr
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

h Nomor 52 Tahun 1996 tentang
abupaten Paniai,
han Ibu Kota Kabupaten

w

Pembentukan Kabupa

Perubahan Nam
Dati 11 Paniai di Wilayah propinsi Dati 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3648);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
pPembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaraan
pemerintah Daerah (Lembaran Negaré Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Pcrcepafan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
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f A)
12. Peraturan Menteri Dal ‘

tentang  Pembentuk am Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Negara Republik l““ Produk Hukum Dacrah (Berita
acbagaimana tel ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Dalam Negeri Nc ah djubah dengan Peraturan Menter!
Kedua m‘f lp omor 120 'l'nhl{n 2018 tentang Perubahan
Tahun 201: craturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

5 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah

(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 157);
or 1 Tahun 2025

13. Peraturan Dacrah Kabupatcn Nabirc Nom
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
2025 (Lembaran

Kabupaten Nabire Tahun Anggaran
Nabirc Tahun 20235 Nomor 1);

Dacrah Kabupaten

14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 0025 tentang
ran Pendapatan dan Belanja Daerah

2025 (Berita Daerah

Penjabaran Angga
Kabupaten Nabire
Kabupaten Nabire

Tahun Anggaran
Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire Nomor
000.1.2.3/1274/Bappeda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal
n Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Nabire

Permohona
Tahun 2025.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU . Proyek Strategis Kabupaten Nabire Tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI NABIRE,

ttd
MESAK MAGAI

Qalinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

'\/'

YULIAN M LIANTO, SH
NIP 19810715 201503 1 001
Salirian Keputusan ini disampaikan Kepada:
| Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kci‘ua DPR Kabupaten Nabire di Nabire; '
INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire
: !fcpala BP}_{AF Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire.
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DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATE
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LAMPIRAN

KEPUTUSBAN BUPATI NABIRE
INTRY ; it ". P A¥INES? is
NOMOR 100.3.3.2-184 TAHUN 202

TENTANG

METRFE A A % P
PENETAPAN PROYEK
KABUPATEN NABIRE TAH

STRATEGS

UN 2025
N NABIRE TAHUR 20265

NG AT
- NAMA PERANG

DAERAH.

| DINAS KES

[ 15.112.524.650

________—-————""'_—_-‘___?____——‘___,4,‘ I
| DINAS KESEHATAN

e

15.112.524.650 i
2.507.500.000 ' DINAS KESEHA'TAF: |

S
| DINAS KESEHATAN

et

DINAS PEKERJAAN

2.708.100.000

" g 6.744.606.900 | UMUM DAN

: Perluasan SPAM Karadin | PENATAAN RUANG ___
b “DINAS PEKERJAAN

i 6 Rekonstruksi Ruas Jalan 14.427.755.788 | UMUM DAN

i Poros Jaya Muktl | PENATAAN RUANG |
2 : ~DINAS PEKERJAAN

2 Rekonstruksi Ruas Jalan 13.010.973.022 | UMUM DAN '

: | Topo Menou PENATAAN RUANG
‘4———~—J"“"'”—‘“—” —_— | H —1 1 N

i : . [ DINAS PEKERJAAN

| g |Ppengeantian Jembatan Kall | 815.027.381 | UMUM DAN

1 Pes | PENATAAN RUANG
O ] | [ DINAS PEKERJAAN

| o |Ppenggantan Jembatan Kall | 5.178.462.648 |UMUM DAN |
R R f | PENATAAN RUANG

f Pembangunan Pasar Rakyat i | DINAS :

| 10 | |cgari SP2 Distrik Maidmi | 2.273.271.900 | ppERDAGANGAN

galinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

S

-

L% 1

YULIAN M
NIP 1981071

UJLIANTO, SH
201503 1 001

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI
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